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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah 

berbasis teknologi fintech di Indonesia dan untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang 

diberikan kepada para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan syariah berbasis fintech. Dengan 

metode penelitian hukum normatif, kesimpulan 

yang didapat: 1. Pengaturan hukum perjanjian 

pembiayaan syariah fintech di Indonesia tidak 

diatur dalam satu peraturan khusus yang 

komprehensif, dan berbagai peraturan seperti 

undang- undang Perbankan Syariah, undang-

undang Lembaga Keuangan, undang-undang ITE, 

serta fatwa dan regulasi dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2. 

Kerangka hukum sudah ada tetapi belum optimal 

perlindungan hukum bagi nasabah (konsumen 

fintech) secara formal telah diatur dalam berbagai 

peraturan perundang- undangan, seperti undang-

undang Perlindungan Konsumen, undang-undang 

ITE, POJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang 

Fintech Lending, serta Peraturan Bank Indonesia. 

Namun, implementasinya di lapangan masih 

belum optimal. Tantangan utama pada 

pelaksanaan dan pengawasan banyaknya platform 

fintech lending ilegal yang menggunakan cara-

cara tidak etis (seperti debt collector yang 

mengancam, bunga berlipat/riba, dan pelanggaran 

data pribadi) menunjukkan bahwa pengawasan 

oleh otoritas seperti OJK masih menghadapi 

kendala yang signifikan. 

 

Kata Kunci : perjanjian pembiayaan syariah, 

fintech  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Financial Technology (Fintech) merupakan 

inovasi pada industri jasa keuangan yang 

memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech 
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telah mengubah cara masyarakat mengakses 

layanan keuangan, dari yang sebelumnya 

konvensional menjadi lebih digital, cepat, dan 

efisien. Perkembangan fintech di Indonesia sangat 

pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini 

didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, 

peningkatan penetrasi internet dan smartphone, 

serta perubahan perilaku konsumen yang semakin 

adaptif terhadap teknologi. Fintech tidak hanya 

memberikan kemudahan akses layanan keuangan, 

tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan 

inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang 

belum terjangkau oleh sistem perbankan 

konvensional.
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Fintech syariah masih tergantung pada 

regulasi Fintech konvensional. Hal ini 

menciptakan masalah, karena dalam peraturan 

tersebut masih ada ketidakjelasan dalam 

membedakan aturan untuk Fintech konvensional 

dan syariah. Selain itu, terdapat aturan mengenai 

besarnya bunga yang tidak bisa digunakan sebagai 

acuan dalam operasional Fintech syariah. Oleh 

karena itu, POJK tersebut dinilai kurang umum 

dan lebih cenderung mengarah pada aturan 

Fintech konvensional. Diperlukan pembuatan 

aturan yang lebih umum agar Fintech syariah 

dapat memenuhi persyaratan.
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Sebelum adanya pembiayaan syariah berbasis 

teknologi fintech, pembiayaan yang dilakukan 

umumnya menggunakan metode tradisional 

seperti pinjaman bank konvensional atau 

pembiayaan berbasis akad syariah seperti 

mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah 

akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul 

maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana 

pemilik modal menyediakan seluruh dana, 

sedangkan pengelola menjalankan usaha. 

Keuntungan dibagi sesuai nisbah (persentase) 

yang disepakati di awal, sementara kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak 

ada kelalaian atau kesalahan dari pengelola. 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih yang masing- masing 

memberikan kontribusi modal untuk menjalankan 

suatu usaha.  

Fintech syariah, mempermudah proses 

pembiayaan menjadi lebih efisien dan terjangkau, 

serta lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil 

dan menenga Transaksi keuangan ini, banyak 
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sekali perusahaan rintisan atau lembaga 

pembiayaan non-perbankan yang menawarkan 

layanan pinjam-meminjam uang secara online 

yang dikenal dengan istilah fintech.Fintech, 

singkatan dari financial technology, dapat 

diartikan sebagai teknologi dalam bidang 

keuangan. 

Fintech diartikan sebagai penggunaan dan 

pengembangan teknologi informasi untuk 

memperbaiki layanan di sektor keuangan. 
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Perjanjian pinjammeminjam uang didalam fintech 

disebut sebagai kontrak elektronik. Dalam 

undang- undang Nomor 11 tahun 2008 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) 

menjadi jawaban atas keabsahan sebuah kontrak 

elektronik yang banyak digunakan dalam dunia 

fintech. Kontrak elektronik sebagaimana dalam 

Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE 

menyebutkan: “Kontrak Elektronik adalah 

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 

elektronik”. 

Fintech tidak dapat disamakan dengan 

aktivitas pinjam meminjam uang yang dijelaskan 

dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang 

menyebutkan "Pinjam-meminjam merupakan 

kontrak di mana satu pihak menyerahkan kepada 

pihak lainnya sejumlah barang tertentu yang akan 

habis karena digunakan, dengan ketentuan bahwa 

pihak yang menerimanya akan mengembalikan 

jumlah yang sebanding dengan jenis dan kondisi 

yang sama. 
8
 Perjanjian peminjaman uang diatur 

dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam hal ini, 

terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pemberi dan 

penerima pinjaman. Keduanya menjalin hubungan 

hukum secara langsung melalui perjanjian 

pinjaman ini. Pemberi pinjaman mempunyai 

tanggung jawab untuk menyerahkan kepada pihak 

penerima sebuah barang, sedangkan penerima 

pinjaman wajib mengembalikan dengan jumlah 

yang identik dan dalam kondisi dan jenis yang 

serupa. 

Fintech dipandang sebagai sebuah metode 

pembiayaan yang dianggap praktis dan hemat 

biaya. Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas 

bahwa pengembangan teknologi peminjaman 

secara daring bertujuan untuk mempermudah 

masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa 

terikat oleh batasan tempat dan waktu, selama 
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perangkat seperti ponsel pintar dan komputer 

memiliki akses internet. Selain itu, penyaluran 

pinjaman dan pembayaran kembali melalui sistem 

angsuran dilakukan melalui transfer bank atau 

ATM, sehingga prosesnya menjadi cepat. Dengan 

adanya kemudahan dan efisiensi ini, diharapkan 

mampu menjadi solusi finansial bagi masyarakat.
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Regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 

77/POJK.01/2016 Mengenai Layanan 

Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Lembaran 

Negara Tahun 2016 No 324. Tambahan Lembaran 

Negara No 6005 pada kebijakan ini mengatur 

tentang perubahan batas maksimal total pinjaman 

uang, prosedur pemberian pinjaman, kolaborasi 

antara penyelenggara dan penyedia layanan 

pendukung lainnya yang berbasis teknologi 

informasi, penentuan lokasi pusat data serta 

standar dasar sistem teknologi informasi, 

pengelolaan risiko yang berhubungan dengan 

teknologi informasi, perlindungan terhadap 

teknologi informasi, ketahanan di tengah 

gangguan dan kegagalan sistem, serta pengalihan 

pengelolaan sistem teknologi informasi, sistem 

keamanan, perlindungan data, kegagalan sistem 

transaksi dari penyelenggara, perlindungan sistem 

teknologi informasi, pengelolaan celah dalam 

keamanan teknologi informasi, penyimpanan 

informasi dan/atau Dokumen Elektronik, serta 

prosedur pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 

dalam pelaksanaan Layanan Peminjaman Uang 

Berbasis Teknologi Informasi, diatur melalui surat 

edaran OJK.
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Teknologi keuangan, yang disingkat Fintech, 

diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi 

Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan, 

yang selanjutnya akan dirujuk sebagai POJK. 

Namun, POJK tersebut belum mengklarifikasi 

posisi penyelenggara fintech dalam hal pembuatan 

perjanjian pinjaman dengan debitur. Hal ini 

terutama menyangkut validitas perjanjian yang 

disusun oleh perusahaan fintech dengan pihak 

debitur. Pasal 20 POJK menyatakan bahwa 

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggara. 

Penyelenggara yang dimaksud oleh OJK adalah 

setiap entitas yang menjalankan inovasi dalam 

bidang keuangan digital. Perusahaan fintech 

menjadi pelaku yang menyelenggarakan inovasi 

keuangan digital. 
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Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 

117/DSNMUI/II/2018 mengenai Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang 

berlandaskan Syariah, pelaksanaan layanan 

pembiayaan yang mengandalkan teknologi 

informasi harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah. 

Ini termasuk di dalamnya menghindari riba, 

gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan hal-hal 

yang diharamkan. Dalam fatwa tersebut, telah 

ditetapkan aqad, standar pelayanan, serta 

mekanisme pelaksanaannya, namun masih belum 

ada ketentuan mengenai sanksi bagi para pelaku 

usaha dan penerima pembiayaan. Situasi ini 

berpotensi menyebabkan adanya sengketa dalam 

ranah ekonomi syariah.
11

 

Konteks perjanjian Fintech Syariah pada 

Aplikasi Dana Syariah, bisa dikatakan bahwa 

mekanisme yang diterapkan oleh Fintech Syariah 

Dana Syariah sesuai dengan kaidah-kaidah 

syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Fatwa ini 

menegaskan bahwa penerapan fintech syariah 

dalam dunia bisnis tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Mengenai jenis, tujuan, 

serta maksud, beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan di antaranya adalah menghindari 

riba, gharar (transaksi yang tidak memiliki 

kepastian), maysir (transaksi yang bersifat 

spekulatif dan tidak jelas tujuannya), dharar 

(kerugian), dan shulm (kerugian untuk salah satu 

pihak). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 

No. 117 Tahun 2018 mengenai Jasa Keuangan 

Berbasis Teknologi Informasi yang mengacu pada 

Prinsip Syariah, Fintech Syariah merujuk pada 

dana syariah.
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaturan hukum perjanjian 

pembiayaan syariah berbasis teknologi fintech 

di Indonesia? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang 

Diberikan kepada Para Pihak dalam 

Perjanjian Pembiayaan Syariah Berbasis 

Fintech? 

 

C. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

normatif.  
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PEMBAHASAN 

A. Pengaturan hukum perjanjian pembiayaan 

syariah berbasis fintech di Indonesia 
Perkembangan fintech syariah menunjukkan 

peningkatan layanan yang ditujukan kepada 

masyarakat Muslim, tetapi pelaksanaannya sering 

kali masih mengikuti aturan fintech biasa. Hal ini 

bisa menyebabkan risiko pelanggaran prinsip 

syariah serta kerugian bagi pengguna layanan 

yang belum sepenuhnya terlindungi oleh 

peraturan khusus syariah. Dalam studi 

perbandingan dan model regulasi, diingatkan 

bahwa pentingnya menggabungkan aturan dari 

OJK, Bank Indonesia, dan pedoman syariah agar 

bisa menciptakan ekosistem yang sehat dan 

sesuai.
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Fintech 2.0 berakhir pada tahun 2008 akibat 

krisis ekonomi yang terjadi, sehingga menandai 

dimulainya era Fintech 3.0 sejak tahun 2008 

hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut 

mendorong adanya perubahan dalam penggunaan 

teknologi dan layanan keuangan. Aktivitas siswa 

yang aktif dalam praktik langsung, kerja sama, 

serta integrasi seni mendukung pemahaman 

tentang konsep abstrak dalam kinematika dan 

penggabungan antara teknologi serta layanan 

keuangan, seperti pembayaran online, pinjaman 

tunai, crowdfunding, dan lainnya. Dengan 

berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun, 

perubahan dalam bidang keuangan juga terus 

terjadi pesat. 

Layanan industri jasa keuangan digital atau 

financial technology (fintech) semakin beragam 

jenisnya di masyarakat. Setelah ada uang 

elektronik (e-payment), asuransi teknologi 

(insuretech), pinjaman online atau fintech peer to 

peer (P2P) konvensional, kini mulai berkembang 

di masyarakat fintech syariah. Lalu, apa itu fintech 

syariah? Sebenarnya, jenis ini termasuk kategori 

fintech P2P karena inti bisnisnya memberi 

pendanaan kepada peminjam. Namun, sesuai 

namanya, fintech syariah menerapkan prinsip-

prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, 

terdapat perbedaan dalam bunga atau riba, akad, 

mekanisme penagihan hingga penyelesaian 

sengketa. Payung hukum fintech syariah juga 

berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi 

Informasi. Aturan ini memang mengatur secara 

umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech 
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syariah dan konvensional. Namun, fintech syariah 

juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 

117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

DSN MUI menjelaskan bahwa fintech syariah 

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan 

yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. 

Tujuannya adalah menghubungkan pemberi 

pembiayaan atau investor dengan penerima 

pembiayaan atau peminjam, agar bisa melakukan 

akad pembiayaan melalui sistem elektronik 

dengan memanfaatkan jaringan internet. 

Selanjutnya, fatwa MUI menyatakan bahwa 

kegiatan bisnis fintech syariah harus sesuai 

dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh terlibat 

dalam riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir 

(ketidakjelasan tujuan atau spekulasi), tadlis 

(tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm 

(kerugian bagi salah satu pihak), dan hal-hal yang 

diharamkan. Secara umum, terdapat enam jenis 

akad yang diizinkan dalam fintech syariah. 

Pertama adalah al- bai' (jual beli), yaitu akad 

antara penjual dan pembeli yang menyebabkan 

perpindahan kepemilikan barang dan harganya. 

Kedua adalah ijarah, yaitu akad pemindahan hak 

guna (manfaat) atas barang atau jasa selama 

jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujrah 

atau upah. DSN MUI menjelaskan bahwa fintech 

syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. 

Tujuannya adalah menghubungkan pemberi 

pembiayaan (investor) dengan penerima 

pembiayaan (peminjam) untuk melakukan akad 

pembiayaan melalui sistem elektronik dengan 

menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, 

fatwa MUI menyatakan bahwa kegiatan bisnis 

fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip syariah. Hal tersebut mencakup larangan 

terhadap riba, gharar (ketidakjelasan akad), 

maysir (ketidakjelasan tujuan atau spekulasi), 

tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm 

(kerugian salah satu pihak), dan hal-hal yang 

dianggap haram14 

Dalam fintech syariah, setidaknya ada enam 

jenis akad yang diizinkan. Pertama, al-bai' (jual 

beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang 

menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang 

dan harga. Kedua, ijarah, yaitu akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran ujrah (upah). 

Ketiga, murabahah, yaitu akad penjualan barang 

dengan harga yang disepakati dan ditentukan 

secara jelas. Keempat, musyarakah, yaitu akad 
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kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha, di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi, baik berupa modal maupun usaha. 

Keuntungan dibagi menurut nisbah yang 

disepakati, sedangkan kerugian ditanggung secara 

proporsional. Kelima, wakalah bi al ujrah, yaitu 

akad pelimpahan kuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum tertentu dengan imbalan berupa 

ujrah (upah). Keenam, qardh, yaitu akad pinjaman 

di mana penerima pinjaman wajib mengembalikan 

uang sesuai waktu dan cara yang telah disepakati. 

Industri teknologi keuangan atau fintech di 

Indonesia telah berkembang dengan cepat dalam 

beberapa tahun terakhir. Mereka memberikan 

solusi yang kreatif dan membantu masyarakat 

dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. 

Berkat kemajuan teknologi yang terus meningkat, 

pemerintah Indonesia juga aktif dalam mengawasi 

sektor ini. Regulasi yang mengatur fintech terus 

diperbarui agar bisa menjaga keamanan, 

kenyamanan, serta kepatuhan terhadap hukum 

yang berlaku. Perubahan pada regulasi ini pasti 

memengaruhi banyak pihak, seperti pelaku 

fintech, pengguna jasa, serta lembaga terkait. 

Bank Indonesia telah mengklasifikasikan 

teknologi financial (Fintech) ke dalam 4 (empat) 

kelompok, yakni: 

1. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring, 

merupakan kategori fintech yang memberi 

layanan sistem pembayaran yang dilakukan 

bank maupun BI; 

2. Market Aggregator, merupakan fintech yang 

menyajikan data finansial sehingga dapat 

dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk 

memilih produk keuangan yang tepat; 

3. Manajemen Risiko dan Investasi, merupakan 

fintech yang berfungsi seperti layaknya 

perencana keuangan bagi pengguna. sehingga 

fintech ini berfungsi untuk membantu 

penggunanya dalam memilih produk 

keuangan yang cocok ssuai dengan kebutuhan 

pengguna; 

4. Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah 

fintech yang menawarkan pinjaman langsung 

kepada pengguna dengan bunga yang telah 

ditetapkan.
15

 

Bank Indonesia berperan dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas 

pembayaran terkait Fintech. Dalam hal 

penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank 

Indonesia memastikan perlindungan terhadap 

konsumen, terutama mengenai jaminan 

kerahasiaan data dan informasi mereka melalui 

jaringan 
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keamanan siber. 

Fintech syariah memiliki prospek yang sangat 

cerah di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk 

Muslim dan meningkatnya kesadaran tentang 

keuangan syariah, permintaan akan produk fintech 

syariah terus meningkat. Fintech syariah dapat 

menjadi penggerak utama dalam mengakselerasi 

ekonomi dan keuangan Islam di era digital. 

Dalam hal regulasi Fintech, Bank Indonesia 

mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mematuhi 

peraturan makroprudensial, memahami lebih 

dalam mengenai pasar keuangan, sistem 

pembayaran sebagai pendukung operasional, serta 

keamanan siber untuk menjaga data dan informasi 

konsumen. Dalam hal investasi dan manajemen 

risiko, Bank Indonesia juga meminta setiap pelaku 

usaha untuk mematuhi peraturan 

makroprudensial, memahami pasar keuangan, 

sistem pembayaran, serta keamanan siber untuk 

menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal 

pembayaran, penyelesaian transaksi, dan kliring, 

Bank Indonesia tetap memastikan perlindungan 

terhadap konsumen, terutama mengenai jaminan 

kerahasiaan data dan informasi mereka melalui 

jaringan keamanan siber. 

 

Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di 

Indonesia 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi 

Informasi (LPMUBTI) OJK membuat aturan ini 

untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati 

oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari 

pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut 

dengan fintech peer to peer lending (P2P lending). 

Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 

bertujuan untuk melindungi konsumen terkait 

keamanan dana dan data, pencegahan pencucian 

uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem 

keuangan, hingga para pengelola perusahaan 

fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan 

kepemilikan saham, modal minimal, batas 

maksimal pinjaman dan bunga, keharusan 

pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip 

yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. 

Fintech syariah di Indonesia diatur oleh Fatwa 

DSN-MUI Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini 

menjadi landasan operasional fintech syariah 

dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) 

Penerbitan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

terutama dalam bidang jasa sistem pembayaran, 

baik dari segi instrumen, penyelenggara, 

mekanisme maupun infrastruktur yang digunakan 

dalam proses transaksi pembayaran. Isi dari PBI 

Nomor 18/40/PBI/2016 ini mencakup 

penyelenggara transaksi pembayaran, persyaratan 

dan prosedur perizinan serta persetujuan dalam 

penyelenggaraan transaksi pembayaran, 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

penyelenggara transaksi pembayaran, 

pengelolaan laporan, perpindahan izin 

penyelenggara jasa sistem pembayaran, 

pengawasan, larangan yang diberlakukan, serta 

sanksi yang akan dikenakan. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan 

teknologi finansial Perkembangan fintech di 

Indonesia tumbuh sangat cepat, sehingga perlu 

diawasi agar tidak menyebabkan masalah dalam 

penyelenggaraannya. Untuk itu, Bank Indonesia 

menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai 

dasar hukumnya. Tujuan diterbitkannya peraturan 

ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan di Indonesia. PBI ini juga bertujuan 

mendukung terciptanya stabilitas moneter, sistem 

keuangan yang stabil, serta sistem pembayaran 

yang efisien, lancar, aman, dan dapat dipercaya. 

Dengan demikian, peraturan ini bisa mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkelanjutan dan inklusif. Penerapan prinsip 

perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta 

prinsip kehati-hatian juga menjadi bagian dari 

peraturan ini. 

Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan 

pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang 

Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) 

Teknologi Finansial dan PADG No. 

19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Penyampaian Informasi, dan Pemantauan 

Penyelenggara Teknologi Finansial. Bank 

Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi 

Finansial untuk mendorong inovasi di bidang 

keuangan dengan menerapkan prinsip 

perlindungan konsumen serta manajemen risiko 

dan kehati- hatian guna tetap menjaga stabilitas 

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem 

pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. 

Kerangka hukum nasional untuk fintech 

syariah dibangun terutama di atas kebijakan OJK 

yang mengatur fintech lending dan ketentuan 

teknis pendaftaran serta pengawasan platform. 

Peran Bank Indonesia tercatat pada aspek 

infrastruktur dan stabilitas sistem pembayaran 

yang mempengaruhi operasi fintech, sehingga 



koordinasi antara OJK dan BI diperlukan untuk 

konsistensi teknis dan kebijakan. Sementara itu, 

kepatuhan syariah dibentuk oleh fatwa dan fungsi 

SSB yang memberikan legitimasi akad dan 

produk syariah serta menjadi mekanisme internal 

untuk menjaga konsistensi muamalah sesuai 

prinsip Islam.
16

 

OJK mengeluarkan regulasi yang mengatur 

penyelenggaraan fintech lending dan 

mensyaratkan pendaftaran/izin serta kepatuhan 

terhadap standar perlindungan konsumen dan tata 

kelola risiko yang relevan bagi semua platform 

termasuk yang menyatakan diri syariah. Kajian 

dan regulasi menyorot bahwa meskipun POJK 

mengatur fintech lending, implementasi praktik 

syariah seringkali masih merujuk pada norma dan 

prosedur yang dirancang untuk model 

konvensional sehingga memerlukan adaptasi 

operasional untuk memenuhi kaidah syariah. 

Persyaratan operasional untuk fintech syariah 

yang direkomendasikan dalam literatur meliputi 

kewajiban memiliki Sharia Supervisory Board, 

mekanisme verifikasi akad syariah, transparansi 

struktur biaya dan risiko, serta tata kelola internal 

untuk memastikan sharia compliance. Dalam hal 

pengawasan dan perizinan, literatur 

memperlihatkan kebutuhan untuk prosedur 

pengawasan yang menggabungkan audit 

kepatuhan syariah dan audit reguler OJK, serta 

sanksi administratif bagi pelanggaran regulasi 

maupun ketidakpatuhan syariah, namun 

rincian prosedural operasionalisasi tersebut masih 

menjadi area yang memerlukan penyempurnaan 

kebijakan.
17 

 

B.  Perlindungan Hukum yang Diberikan 

kepada Para Pihak dalam Perjanjian 

Pembiayaan Syariah Berbasis Fintech 
Kemajuan teknologi di bidang industri saat ini 

menyebabkan masyarakat, baik terpaksa maupun 

sukarela, mulai berpindah dari cara berpikir 

konvensional ke cara berpikir digital, masuk ke 

era revolusi industri 4.0. Era ini mendorong dan 

menganjurkan adanya digitalisasi. Artinya, 

kehidupan manusia kini semakin tergantung pada 

teknologi “mesin” yang sedang berkembang dan 

akan mengisi berbagai kebutuhan hidup manusia. 

Salah satu aspek kehidupan manusia yang 

memengaruhi kemajuan teknologi adalah bidang 
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keuangan dan bisnis, karena kedua bidang ini 

merupakan kegiatan usaha yang berdasarkan 

kebutuhan masyarakat. Saat ini dunia bisnis 

sedang berubah menuju arah digitalisasi dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi. Model 

transaksi dan perjanjian yang sebelumnya 

dilakukan secara tatap muka kini berpindah ke 

bentuk aplikasi digital yang terus berkembang 

setiap hari. Transaksi yang muncul dari sebuah 

kesepakatan perjanjian pada akhirnya juga harus 

mengikuti pola tersebut, karena dalam kegiatan 

bisnis, jenis perjanjian yang paling penting adalah 

perjanjian yang terbentuk melalui kesepakatan 

bersama. Demikian pula, industri perbankan dan 

sektor keuangan lainnya mulai beralih ke model 

transaksi baru yang berbasis teknologi informasi, 

yang dikenal dengan fintech (financial 

technology).
18

 

Salah satu bentuk inovasi fintech yang paling 

terkenal adalah sistem pembayaran digital. 

Kemajuan teknologi di bidang ini telah mengubah 

cara orang melakukan transaksi. Dompet digital, 

layanan perbankan melalui ponsel, serta aplikasi 

pembayaran elektronik kini menjadi bagian 

penting dari kehidupan sehari- hari. Teknologi 

seperti Near Field Communication (NFC) 

memungkinkan pengguna melakukan pembayaran 

hanya dengan menyentuh perangkat yang 

mendukung. Kemudahan ini membuat proses 

transaksi lebih praktis dan efisien. Meskipun 

memberikan berbagai keuntungan, inovasi fintech 

juga membawa risiko, terutama terkait keamanan 

dan kepatuhan hukum. Penggunaan kecerdasan 

buatan (AI) di sektor perbankan semakin 

berkembang, memungkinkan analisis risiko kredit 

yang lebih akurat, deteksi transaksi mencurigakan 

untuk mencegah penipuan, serta optimasi 

investasi. Teknologi AI juga digunakan untuk 

membuat asisten virtual dan chatbot yang 

melayani pelanggan dengan cepat dan efisien.
19

 

Fintech syariah di Indonesia merupakan 

respon atas berkembangnya perusahaan fintech 

tradisional yang menggunakan instrumen bunga 

dalam beroperasi. Pertumbuhan fintech syariah 

menunjukkan angka yang positif. Menurut 

laporan Katadata dalam Global Fintech Islamic 

Report 2021, layanan fintech syariah menempati 

peringkat kelima di Indonesia. Menurut laporan 

tersebut , pasar fintech syariah Indonesia 
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mencapai Rp41,7 miliar atau setara dengan 

US$2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah 

Indonesia (AFSI) menyatakan bahwa fintech 

syariah saat ini memiliki izin operasi yang 

mencakup pinjaman peer- to- peer, inovasi 

keuangan 

digital, serta sekuritas crowdfunding. Jumlah 

tersebut masih tergolong kecil mengingat fintech 

syariah masih baru di Indonesia.
45

 

Fintech syariah memiliki perbedaan dengan 

fintech konvensional, terutama pada proses akad 

yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor. 

Dalam hal akad pada fintech syariah, terdapat 

berbagai jenis akad yang digunakan dalam 

pengembangan produk fintech syariah. Dalam 

syariah Islam, terdapat berbagai jenis akad di 

berbagai bidang ekonomi, seperti wakaf, akad 

zakat, qardhul hasan yang bersifat non-komersil 

hingga akad yang bersifat komersil, seperti ijarah, 

murabahah, musyarakah, serta mudharabah. 

Berbagai macam jenis akad ini memberikan 

peluang tersendiri untuk pengembangan produk 

dalam fintech syariah. 

Perusahaan fintech syariah harus merancang 

kontrak yang sesuai dengan muamalah Islami 

sehingga menggantikan mekanisme bunga dengan 

struktur pembiayaan dan pembagian risiko yang 

dibenarkan oleh syariah. Prinsip larangan riba, 

penghindaran gharar (ketidakpastian berlebih), 

dan maysir (spekulasi/pertaruhan) menjadi kriteria 

evaluasi utama untuk menilai kesyariahan akad 

dan proses transaksi pada platform P2P dan 

crowdfunding syariah. Karena itu, penerapan akad 

yang jelas (misalnya akad bagi hasil atau jual beli 

yang sesuai syariah) dan fungsi SSB dianggap 

krusial untuk memastikan semua unsur kontrak 

memenuhi prinsip-prinsip tersebut. 

Dalam proses kerjanya, fintech syariah 

menghadapi peluang dan tantangan di tengah 

masyarakat. Ketua AFSI (Asosiasi Fintech 

Syariah Indonesia) menyatakan bahwa "salah satu 

tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat 

edukasi masyarakat, masih banyak orang yang 

belum memahami industri fintech." Tantangan 

yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat awam tentang 

fintech syariah, yang masih minim dan 

informasinya terbatas. Hal ini justru menjadi 

peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan 

cara bekerja sama dengan pemerintah atau 

regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) serta para pelaku fintech syariah sendiri, 

untuk menyelenggarakan edukasi, workshop, atau 

kunjungan lapangan guna memberikan penjelasan 

dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat desa 

atau kelompok yang masih kurang memahami 

tentang fintech syariah.
20

 

Terdapat beberapa aturan yang tercantum 

dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN- 

MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan 

berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah, diantaranya adalah : 
21

 

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis 

teknologi informasi harus mematuhi prinsip 

syariah dan menghindari hal-hal seperti riba, 

gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan 

segala bentuk transaksi yang haram. 

2. Akad yang digunakan oleh pihak-pihak dalam 

layanan pembiayaan berbasis teknologi 

informasi dapat berupa akad-akad yang sesuai 

dengan karakteristik layanan tersebut dan 

sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan 

dan kewajaran. 

3. Penyelenggara diizinkan mengenakan biaya 

jasa (ujrah) berdasarkan prinsip ijarah untuk 

penyediaan sistem dan infrastruktur layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi. 

4. Layanan pembiayaan berbasis teknologi 

informasi harus memiliki pembuktian 

transaksi yang sah, yang diwujudkan dalam 

bentuk sertifikat elektronik. Sertifikat 

elektronik ini harus diverifikasi oleh 

pengguna menggunakan tanda tangan 

elektronik yang sah, sehingga memastikan 

keabsahan dan keamanan setiap transaksi 

yang dilakukan. 

5. Transaksi harus menafsirkan dan menerapkan 

aturan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam, 

memastikan bahwa semua pihak terlibat 

memperoleh keuntungan yang adil dan halal 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya disebut Undang-undang 

Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa 

perlindungan konsumen adalah upaya yang 

bertujuan memastikan adanya kepastian hukum, 

sehingga konsumen dapat dilindungi. Dalam 

kasus perjanjian fintech, konsumen merujuk pada 

kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian 

tersebut, yaitu pihak yang menerima pinjaman 

(debitur) dan pihak yang memberikan pinjaman 

(kreditur). Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 

1745 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua 

pihak, yakni pemberi dan penerima pinjaman. 

Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki 
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hubungan hukum yang langsung, serta memiliki 

hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, 

Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 

tentang perlindungan konsumen dalam 

penyelenggaraan sistem pembayaran juga 

mengatur dan mengawasi perlindungan kepada 

nasabah, termasuk pengguna fintech.
22

 

E-wallet syariah adalah dompet digital yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

Islam. Platform ini menyediakan layanan 

pembayaran digital tanpa unsur riba dan sesuai 

dengan fatwa DSN-MUI. E-wallet syariah 

menggunakan akad wadiah (titipan) atau qardh 

(pinjaman kebajikan) untuk dana yang disimpan 

pengguna. E-wallet syariah memungkinkan 

pengguna Muslim untuk melakukan transaksi 

digital sesuai dengan keyakinan agama mereka, 

termasuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah 

secara digital.
23

 

Aplikasi dana syariah dalam fintech merujuk 

pada platform digital yang menyediakan layanan 

keuangan sesuai prinsip syariah menghindari riba, 

gharar berlebihan, dan aktivitas non halal serta 

memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran dana 

secara elektronik. Konsep ini menekankan 

kombinasi antara inovasi teknologi, akses inklusif 

bagi pelaku ekonomi mikro, dan kepatuhan 

syariah yang diawasi oleh mekanisme kepatuhan 

internal dan eksternal. Penguatan peran fintech 

syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi 

UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh 

layanan perbankan tradisional didokumentasikan 

dalam studi yang menyoroti potensi fintech 

syariah untuk meningkatkan akses dan efisiensi 

layanan keuangan bagi MSME di era digital.
24

 

Aplikasi Easycash merupakan salah satu 

aplikasi fintech lending yang sudah memiliki izin 

dan terdaftar di OJK. Dalam kontrak elektronik 

yang diterbitkan Easycash, hak dan kewajiban 

kedua belah pihak telah dituangkan secara jelas 

dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 

mengenai syarat perjanjian yang sah. Selain itu, 

berdasarkan perhitungan yang didiskusikan, 

bunga yang ditetapkan oleh Easycash tidak 

melebihi batas yang ditetapkan OJK, yaitu total 
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biaya pinjaman tidak lebih dari suku bunga flat 

0,8% per hari, serta total biaya, biaya keterlibatan, 

serta biaya lainnya maksimal 100% dari nilai 

pokok pinjaman. Hal ini berarti bahwa ada 

perlindungan hukum terhadap pihak debitur dalam 

pelaksanaan fintech, yang berfungsi untuk 

mencegah adanya pelanggaran kontrak yang tidak 

terduga. 

Munculnya fintech syariah memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan 

proses kredit berdasarkan prinsip syariah. Namun, 

fintech Islam juga menimbulkan masalah hukum, 

seperti pelanggaran hukum dalam operasi 

bisnisnya, termasuk penipuan, tipu daya, dan 

pencurian data pribadi. Dari sudut pandang 

hukum, kejahatan fintech ini termasuk dalam 

konsep ta'zir. Pelanggaran yang tidak termasuk 

dalam konsep hudud, qishas, atau diyat dianggap 

ta'zir. Perlindungan hukum bagi pengguna 

layanan fintech syariah jika terjadi perselisihan 

atau tindak pidana seharusnya melibatkan 

penerapan sanksi ta'zir. Dalam menentukan 

hukuman tersebut, Ulil Amri harus 

mempertimbangkan nilai -nilai keadilan. Oleh 

karena itu, apabila terjadi tindak pidana fintech 

syariah, maka penegakan hukumnya harus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, adil dan tidak 

memihak, dengan disiplin yang menjamin 

dijatuhkannya sanksi ta'zir yang setimpal kepada 

pelaku tindak pidana fintech. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan Pengaturan hukum 

perjanjian pembiayaan syariah fintech di 

Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan 

khusus yang komprehensif, dan berbagai 

peraturan seperti undang- undang Perbankan 

Syariah, undang-undang Lembaga Keuangan, 

undang-undang ITE, serta fatwa dan regulasi 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Aspek syariah dan 

teknologi Pengaturan ini harus memenuhi 

aspek sekaligus memastikan akad dan 

implementasinya sesuai dengan prinsip 

syariah (seperti larangan riba, gharar, dan 

maysir) serta memenuhi kebutuhan hukum 

transaksi digital (seperti keautentikan data, 

kekuatan pembuktian elektronik, dan 

keamanan siber). 

2. Kerangka hukum sudah ada tetapi belum 

optimal perlindungan hukum bagi nasabah 

(konsumen fintech) secara formal telah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang- 

undangan, seperti undang-undang 
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Perlindungan Konsumen, undang-undang 

ITE, POJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

tentang Fintech Lending, serta Peraturan 

Bank Indonesia. Namun, implementasinya di 

lapangan masih belum optimal. Tantangan 

utama pada pelaksanaan dan pengawasan 

banyaknya platform fintech lending ilegal 

yang menggunakan cara-cara tidak etis 

(seperti debt collector yang mengancam, 

bunga berlipat/riba, dan pelanggaran data 

pribadi) menunjukkan bahwa pengawasan 

oleh otoritas seperti OJK masih menghadapi 

kendala yang signifikan. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran strategis pertama, 

bagi regulator, dalam hal ini OJK bersama 

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 

Syariah (KNEKS), perlu untuk menyusun 

sebuah regulasi atau pedoman teknis yang 

lebih khusus dan terintegrasi yang secara 

komprehensif mengatur seluruh aspek 

perjanjian pembiayaan syariah fintech, mulai 

dari prinsip syariah, standar kontrak 

elektronik, mekanisme uji kelayakan (fit and 

proper test) bagi platform, hingga 

penyelesaian sengketa melalui online dispute 

resolution (ODR) yang sesuai dengan nilai 

syariah. Kedua, bagi penyelenggara fintech 

syariah, sangat penting untuk meningkatkan 

transparansi dan literasi digital syariah kepada 

calon nasabah. 

2. Meningkatkan pengawasan dan penindakan 

melakukan patroli siber yang lebih intensif 

untuk memblokir dan menindak platform 

fintech lending ilegal secara tegas. sosialisasi 

yang masif membuat dan mempromosikan 

daftar fintech lending yang terdaftar dan 

berizin di OJK secara luas melalui media 

sosial dan media tradisional agar masyarakat 

mudah membedakan yang legal dan ilegal. 

bagi perusahaan fintech lending menerapkan 

prinsip kehati-hatian dan transparansi 

menjelaskan semua syarat dan ketentuan, 

terutama mengenai bunga efektif tahunan 

(effective annual rate/ear) dan mekanisme 

penagihan, dengan bahasa yang jelas dan 

mudah dimengerti sebelum perjanjian 

disetujui. menjaga etika bisnis memastikan 

proses penagihan dilakukan oleh pihak yang 

profesional dan beretika, sesuai dengan 

pedoman yang ditetapkan OJK. 
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